
KEBIJAKAN PENGELOLAAN 
KELAPA SAWIT KAB. SINTANG 

DISAMPAIKAN PADA :
“Diskusi Setiap Rabu tentang Sawit dengan Tema Masa Depan

Kalimantan Barat di Era Sawit” secara Online (Webinar) 

SINTANG , 8 APRIL 2020



PROFIL PERKEBUNAN KAB SINTANG

National Park
(66.449 Ha)

Protection 
Forest

(472.058 Ha)

Limited Production Forest
(605.045 Ha)

Production Forest
(137.250 Ha)

Convertible Production Forest
(17.823 Ha)

Non-Forest Area

(892.462 Ha)

LEGEND

National Park (3,03%)

Protection Forest (21,54)%)

Limited Production Forest (27,61)

Production Forest (06,26)

Covertible Production Forets (0,88%)

Non-Forest Area (40,73%)

Palm Oil Concessions

Principle and Location Permits
516.579 Ha (49 Companies) 

Land Permits
115.383,72 Ha (28 Companies) 

RSPO 2 Companies

ISPO : (tahap Operasional 28 Perusahaan)
8 Perusahaan (certified)
9 Perusahaan (stage 1 and  2)
11 Perusahaan (persiapan pengajuan)

Planted 174.518 Ha

21.635 KM² 



POTENSI KONFLIK TENURIAL

1.Tumpang tindih Izin dengan kawasan hutan dan Moratorium Gambut

Pekebun Plasma belum mendapatkan Lahan Plasma

Areal HGU yang diterlantarkan (tidak dikuasai perusahaan)

Proses ganti rugi tanah yang bermasalah

Reclaiming (klaim) sebagai tanah adat/tanah komunal/tanah pribadi

Batas Dusun/Desa/Kecamatan/Kabupaten

Tumpang tindih kebun swadaya masyarakat dengan Izin Perkebunan

Ketidakpastian kepemilikan atas lahan

LC pada lahan yang belum diserahkan dan kawasan yang dilindungi



SOLUSI

Merevisi Izin lokasi yang terindikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan dan 
moratorium gambut.

Mengevaluasi setiap izin lokasi yang telah berakhir masa berlakunya dengan
menetapkan luasan perolehan tanah dengan Keputusan Bupati.

1.Mediasi Tim Koordinasi Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K ) 
Sintang

Meningkatkan peran serta multy stakeholders NGO ( KKG, CSF-Packard Foundation, WWF, SPKS, 
RA, Sintang Fresh Water Care, Gemawan , Solidaridad, KTNA, HKTI, GAPKI, Kopbun, dll

Implementasi  Satu Peta dan Satu Data 



TUMPANG TINDIH IZIN LOKASI 

PT. Bonti Permai Jayaraya
Pengajuan perubahan status 

kawasan mejadi APL

TUMPANG TINDIH IZIN LOKASI 
DENGAN KAWASAN HUTAN 733

(Hasil Temuan Korsubgah dan Kehutanan)

PT. Jake Sarana
Merevisi Izin Lokasi dengan

mengeluarkan areal yang 
tumpang tindih dengan

kawasan hutan

PT. Agro Sukses Lestari
Merevisi Izin Lokasi dengan

mengeluarkan areal yang 
tumpang tindih dengan

kawasan hutan

PT. Megasawindo Perkasa
Merevisi Izin Lokasi dengan

mengeluarkan areal yang 
tumpang tindih dengan

kawasan hutan

Tumpang tindih terjadi disebabkan adanya perubahan
status kawasan dari TGHK, 259 ke 936 dan 733



PROSES PERUBAHAN STATUS LAHAN
PT. BONTIPERMAI JAYARAYA 

STATUS 
KAWASAN 
TGHK TH. 
1982

• STATUS APL

STATUS 
KAWASAN 
259 TH. 2000

• STATUS MASUK 
KAWASAN HP 
2.327,2 Ha

STATUS 
KAWASAN 
936 TH.2013

• STATUS APL

STATUS 
KAWASAN 
733 TH.2014

• STATUS MASUK 
KAWASAN HP 
1.633,286 Ha

IZIN MASUK KAWASAN HPIZIN DI APLIZIN MASUK KAWASAN HPPERIZINAN DIBERIKAN DI APL



RENCANA STRATEGIS FORUM KOORDINASI 
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KAB. SINTANG

Sinkronisasi
Peraturan

terkait
Kelapa Sawit

Perijinan
Usaha dan 
Ketaatan

Hukum Usaha 
Perkebunan

Legalisasi
pada Petani

dan 
Kelembagaan

nya

Pengelolaan
Perkebunan 

Secara
Berkelanjutan

Produktivitas
Kelapa Sawit

dan 
Pengolahan

TBS

Peningkatan
Kapasitas

Sumber Daya
Manusia

Penyelesaian
Konflik

Perkebunan 
Kelapa Sawit

Peremajaan
Kelapa Sawit

1

2

3 4

5

6 7

8

Diversifikasi
Usaha dan 

Inisiasi
BUMD

13

Keanekaragam
an Hayati dan 
Pengelolaan

Product 
Samping

Implementasi
CSR

Penguatan
Kelembagaan

Koperasi

9 10

11

Kemitraan
Petani

swadaya-dan 
koperasi-

perkebunan

12

Inventarisasi
Kawasan HCV

Penentuan Lokasi
Kebun dengan
Musyawarah

Pemetaan
Pertisipatif

ISPO RSPO

proses

goal



1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 525/79/Kep-Ekbang/2017 tentang Tim Koordinasi dan
Tim Sekretariat Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten Sintang.

2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan.

3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembangunan Tanah Kas Desa
Oleh Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Sintang.

4. Keputusan Bupati Sintang Nomor 525/305/KEP-DISTANBUN 2018 tentang Pembentukan 
Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang Periode 
2018-2020

5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 87 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa
Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2023.

6. Draft Peraturan Bupati tentang Kawasan Penting Kabupaten Sintang
7. Draft Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Perkebunan Kabupaten Sintang

PRODUK HUKUM  



Terima kasih


